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Mendagri Minta
Daerah Hemat

JAKARTA - Pe-
merintah terus
mengupayakan
langkah penghe-
matan anggaran.
Salahsatunyayang
berkaitan dengan
pengelolaan ang-
garan daerah.
Menteri Dalam

atau norma dalam
membahas ang-
garan.

“Standar itu
antara lain stan-
dar pelayanan
minimal, itu yang
dibuat di pusat.
Tetapi materinya
itu yang dibuat

Negeri (Mendagri) oleh daerah)” urai
Gamawan Fauzi Gamawan Fauzi pria yang juga per-
mengungkap- ' _ nahduduksebagai
kan, pihaknya telah mem- bupati Solok itu. ‘
buat edaran ke daerah untuk Lantas, bagaimana jika ada
melakukan efisiensi. daerah yang melanggar norma
Kemendagri, katadia, sudah  standar itu” Gamawan men-
menyiapkan pedomanpemba-  gatakan, pemerintah pusat

hasan anggaran untuk tahun
2013 dengan prinsip efisiensi.
“Saya minta dalam pemba-
hasan legislatif dan eksekutif di
daerah, prinsip itu dijalankan,”
tutur Gamawan, kemarin.
Item perjalanan dinas men-
jadi salah satu yang mendapat
perhatian. Gamawan meminta
- pelaksanaan perjalanan dinas
tidak sampai memakan porsi
‘anggaran yang besar. “Tidak
perlujalan berulang-ulang dan
mengefisienkan jumlah orang
yang berangkat, supaya jangan
boros," imbaunya. 5

Penghematan yang dilaku-
kan, menurut mantan guber-
nur Sumatera Barat itu, bisa
dialokasikan untuk belanja
modal. Sehingga bisa member
manfaatyanglebih bagi daerah.
“Infrastrukur kita belum sem-
purna, masih banyak kekuran-
gan,” kata Gamawan. i

~ Dengan diberlakukannya
otonomi daerah, dia mengakui
kewenangan pembahasan ang-
‘garanada ditangan pemerintah
daerah. sehingga pemetintah
pusat tidak bisa ikut campur
lebih jauh. Pemerintah pusat
hanyamembuat rambu-rambu

———

bisa melakukan koreksi ke-
pada daerah tersebut. Jika lev-
elnya kabupaten atau kota,
maka yang mengoreksi adalah
provinsi. “Sistemnya kita ban-
gun seperti itu. Saya berharap
koresksi tidak perlu terjadi ka-
lau langkah itu sudah diambil
oleh pemerintah daerah, ujar
Gamawan. ‘

Hingga saat ini, kata dia,
daerah yang mendapatkan
penilaian wajar tanpa pengec-
ualian (WTP) dari hasil pemer-
iksaan yang dilakukan Badan
Pemeriksa Keuangan. “Itu kita
ingatkan di pusat, baik ke-
menterian atau lembaga, dan
daerah agar semakin baik. Di
daerah masih kurang,” kata
Gamawan.

Sebelumnya, BPK menye-

- butkan, ada pemborosan yang

dilakukan pemerintah seperti
perjalanan dinas yang masih
disalahgunakan. Nilainya
diperkirakan mencapai 40
persen dari keseluruhan ang-
garan untuk perjalanan dinas.
BPK meminta sistem penga-
wasan internal di pemerintah
pusat maupun daerah lebih
diperketat. (fal)



